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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP FUNGSI AL-QAW>>>A<’ID AL-FIQHI>>><YAH DALAM 

PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH KONTEMPORER 

 

A. Analisis Terhadap Variasi Penggunaan al-Qawa>‘id al-Fiqhi>yah Dalam 

Fatwa DSN MUI tentang Pasar Modal Syariah  

Praktik lembaga keuangan shari>‘ah di Indonesia memerlukan 

panduan hukum Islam guna mengawal pelaku ekonomi agar sesuai dengan 

tuntunan shari>‘ah Islam. Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan 

respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang 

muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat sebab perubahan 

pola hidup atau karena perkembangan teknologi.
1
 

Pesatnya perkembangan ekoonomi syariah, menuntut adanya 

instrumen keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan 

syariah dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan 

seperti halnya lembaga pasar modal syariah. keberadaannya pasar modal 

syariah diharapkan akan menjadi media alternatif berinvestasi secara halal 

melalui pembiayaan usaha di sektor riil. 

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi syariah, 

keberadaan investor yang menempatkan dananya di pasar modal syariah 

perlu mendapatkan perlindungan hukum. Untuk memberikan perlindungan 

                                                           
1
 M. Atho Mudzar, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan 

Perundang-Undangan (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2012), 312. 
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kepada investor, sekaligus kepada para pelaku usaha, pemerintah melaui 

lembaga yang berwenang perlu menciptakan pasar yang kondusif dan 

efisien melalui proses regulasi yang memberikan jaminan kepastian 

hukum terhadap berlakunya prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
2
 

Fatwa DSN MUI memiliki peran penting dalam menjawab 

kebutuhan pertumbuhan perbankan shari>‘ah. Keberadaan fatwa untuk 

mendinamisasikan hukum Islam dalam merespon persoalan yang muncul, 

termasuk permasalahan perbankan modern, sesuai dengan dimensi ruang 

dan waktu yang melingkupinya. Sebagai sebuah produk pemikiran hukum 

Islam, fatwa dihasilkan dari proses istinba>t} hukum sebagai jawaban atas 

persoalan hukum yang diajukan baik oleh individu maupun kelompok. 

Pasar modal merupakan tonggak penting dalam perekonomian 

dunia saat ini.  Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan 

institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk 

memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang besar 

bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua 

fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal 

dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena papsar menyediakan fasilitas 

yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki 

kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). 

Dengan adanya pasar modal maka pihak yang mempunyai kelebihan dana 

dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapkan memperoleh 

                                                           
2
 Burhanuddin, Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2008), 1. 
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imbalan (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat 

memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus 

menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal 

dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan 

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, 

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. 

Dengan adanya pasar modal, diharapkan aktivitas perekonomian 

menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan 

bagi perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan 

skala yang lebih besar dan pada generalnya akan meningkatkan 

pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.
3
 

Dalam kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi 

ruang dan waktu, posisi fatwa sebagai pijakan hukum diperlukan. Fatwa 

juga dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan perbankan shari>’ah 

dalam kegiatan keuangan shari>‘ah. Fatwa dijadikan standar untuk 

memastikan keshari>‘ah-an produk dan operasional perbankan shari>’ah. 

Bahkan menurut Mahmud A. El-Gamal, fatwa menjadi satu-satunya 

sarana menentukan keabsahan transaksi keuangan Islam.
4
 

Pertumbuhan lembaga keuangan shari>‘ah ditandai dengan 

meningkatnya jumlah bank shari>‘ah dan jumlah model produk yang 

ditawarkan. Munculnya produk-produk baru di lembaga keuangan shari>‘ah 

                                                           
3
 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip 

Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 220. 
4
 Ibid., 343-344. 
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dan merambahnya bisnis shari>‘ah  di sektor lain, seperti asuransi shari>‘ah, 

pasar modal shari>‘ah, pasar uang shari>‘ah, pegadaian shari>‘ah, pembiayaan 

shari>‘ah, multi level marketing shari>‘ah, dan sukuk shari>‘ah, menuntut 

adanya pengembangan akad. Semakin modern dunia bisnis dengan 

ditandai lahirnya berbagai model lembaga keuangan yang menawarkan 

ragam produk, akan memicu persoalan keabsahan kegiatan keuangan itu. 

Keabsahan kegiatan ekonomi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam 

ditentukan sejauhmana kesesuaiannya dengan akad-akad yang 

membangun dan terhindar dari larangan hukum Islam. Sebagaimana 

dikatakan M.A. Mannan, shari>‘ah yang diturunkan dalam bentuk aturan 

kegiatan ekonomi sebagai bentuk hukum ekonomi. Sifat shari>‘ah sendiri 

cocok dengan sifat ekonomi yang elastis dan fleksibel. 

Untuk mengembangkan akad-akad baru, DSN MUI menggunakan 

metode ijtiha>d. Ijtiha>d untuk melakukan pengembangan akad-akad baru 

diperlukan mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan 

model-model akad baru. Sebagian fatwa-fatwa DSN MUI merupakan 

transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi 

keuangan modern. Keuangan shari>‘ah merupakan bentuk aplikasi dari 

hukum Islam. Kegiatan transaksi modern tidak cukup hanya dipayungi 

dengan akad-akad sederhana (basi>t}) sebagaimana tersedia dalam literur 

fiqh klasik. Diperlukan pengembangan akad untuk dapat mewadahi 
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transaksi modern yang semakin beragam yang sebelumnya tidak 

ditemukan pada masa ulama klasik.
5
 

Produk fiqh ekonomi ulama klasik tidak seluruhnya dapat 

diterapkan dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda. Gagasan 

keilmuan ekonomi klasik muncul dengan konteks sosio-ekonomi 

masyarakat saat itu sehingga tidaklah tepat mengutip kembali pendapat 

mereka tanpa melihat konteks sosialnya. Sementara itu konteks sosial saat 

ini berbeda dengan masa itu, dan perkembangan ekonomi di masa 

sekarang sangat kompleks berbeda dengan yang terjadi di saat ulama 

klasik menelurkan gagasan mereka. Selain ayat-ayat al-Qur’an yang 

berbicara tentang ekonomi sangat terbatas dan hanya beberapa ayat yang 

menunjuk pada model akad tertentu. Penelusuran Abdul Wahhab Khallaf 

membuktikan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang muamalah 

(termasuk ekonomi) sangat sedikit. Ayat tentang perdagangan berjumlah 

70 ayat dan ayat tentang hubungan kaya dan miskin sebanyak 10 ayat. 

Upaya ijtiha>d untuk menjawab perkembangan produk baru 

dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam dan pendapat 

ulama terdahulu. Proses ijtiha>d ini dilakukan dengan berpedoman pada 

metode dan prosedur penetapan fatwa Ulama Indonesia sebagaimana 

ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia 

nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 yang merupakan 

penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurusan 

                                                           
5
 Ibid., 346. 
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Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./ 18 

Januari 1986 M. Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa metode fatwa 

MUI menggunakan kerangka sebagai berikut:
6
 

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat 

para imam madhhab dan ulama’ yang mu’tabar tentang masalah yang 

akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya. 

2. Masalah yang telas jelas hukumnya hendaklah disampaikan 

sebagaimana adanya. 

3. Dan masalah yang terjadi khila>fi>yah di kalangan madhhab, maka, 

a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu 

di antara pendapat-pendapat ulama madhhab melalui metode al-

jam‘ wa al-tawfi>q: dan 

b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, 

penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarji>h melalui metode 

muqa>ranah dengan menggunakan kaidah-kaidah us}u>l al-fiqh 

muqa>ran. 

4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan 

madhhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtiha>d jama>’i 

(kolektif) melalui metode bayani>, ta’lili > (qiya>si>, istih}sa>ni>, ilh}a>qi>), 

istishla>h}i>, dan sadd al-dhari>‘ah. 

5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum 

(masha>lih} ‘ammah) dan maqa>s}hid al-shari>‘ah  . 

                                                           
6
 Mudzar, Fatwa Majelis Ulama Indonesia , 347. 
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Metode penetapan tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan, 

yaitu pendekatan nas}s} qat’i, pendekatan qawli> dan pendekatan manhaji>. 

Pendekatan nas}s} qat’i dilakukan dengan berpegang pada nas}s} al-Qur’an 

atau Hadis untuk suatu masalah apabila masalah yang akan ditetapkan 

terdapat dalam nas}s} al-Qur’an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan 

apabila tidak terdapat dalam nas}s} al-Qur’an maupun Hadis maka 

penjawaban dilakukan dengan pendekatan qawli> dan manhaji>.7 

Pendekatan qawli> dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh 

pendapat ulama dalam al-kutub al-mu‘tabarah dan hanya terdapat satu 

pendapat (qawl) kecuali jika qawl yang ada dianggap tidak cocok lagi 

untuk dipegangi karena ta’assur atau ta‘adzdzur al-‘amal atau shu‘ubah 

al-‘amal atau karena ‘illat-nya telah berubah. Dalam hal ini perlu 

dilakukan telaah ulang (i‘adat al-naz}ar). Jika ulama berbeda pendapat 

dalam suatu masalah (khila>fi>yah), maka ditempuh metode al-jam‘ wa al-

taufi>q, tarjihi, ilh}a>qi dan istinba>t}. Usaha penemuan titik temu di antara 

pendapat-pendapat madhhab dilakukan melalui metode al-jam‘ wa al-

tawfi>q (kompromi). Jika usaha al-jam‘ wa al-tawfi>q tidak berhasil, 

penetapan fatwa dilakukan melalui metode tarji>h}i>, yaitu dengan 

menggunakan metode muqar>anah al-madha>hib dan dengan menggunakan 

kaidah-kaidah us}u>l al-fiqh al-muqa>ran. Dengan metode ilh}a>qi berarti 

menyamakan suatu masalah yang terjadi yang belum ada pendapatnya 

dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-mu’tabarah. Jika ketiga 
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 Ibid. 
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metode tersebut tidak bisa dilakukan, maka ditempuh metode manhaji> 

(istinba>t}) dengan menggunakan metode qiya>si>, istih}sa>ni>, ilh}a>qi>, istishla>h}i>, 

dan sadd al-dhari>‘ah.8 

Di dalam fatwa DSN MUI, kaidah-kaidah fiqh sering digunakan 

sebagai dasar menetapkan hukum dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya. 

DSN menjadikan kaidah-kaidah fiqh sebagai salah satu dalil dan sandaran 

hukum dalam mengambil keputusan hukum bagi fatwa-fatwanya yang 

hendak dikeluarkan.
9
 

Al-qawa>‘id al-fiqhi>yah merupakan salah satu instrumen yang 

digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang tidak memiliki 

rujukan nas}s} sarih (dalil pasti) dari Qur’an dan hadis, demikian pula pada 

teks nas}s} yang masih umum, al-qawa>‘id al-fiqhi>yah difungsikan sebagai 

media perantara antara dalil dan hukum. Dengan karakternya yang padat 

ringkas, dan aghlabi>yah (mencakup banyak permasalahan), memudahkan 

seseorang untuk dapat menguasai permasalahan furu’i>yah (cabang fiqh) 

yang terus berkembang dan beragam jumlahnya, dengan lebih mudah dan 

sederhana, serta tidak memakan waktu yang lama.
10

 

Salah satu metode fatwa DSN MUI adalah ilh}a>q. Ilh}a>q secara 

sederhana bisa diartikan sebagai upaya penyamaan dan pemaduan antara 

satu persoalan dengan persoalan lainnya. Ilh}a>q al-masa>’il bi naz}a>’iriha> 

                                                           
8
 Mudzar, Fatwa Majelis Ulama Indonesia , 348-349. 

9Syaugi Mubarak Seff,”Progresivitas Hukum Dalam Fatwa Dewan Shari>’ah 

Nasional,”ICONIES, (November, 2015), 5. 
10

 Mudzhar,”Revitalisasi Maqasid al-Syari’ah, 3. 
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merupakan salah satu metode yang digunakan dalam bermadhhab secara 

manhaji> (metodologis) dalam rangka antisipasi atas terjadinya kebuntuan 

(mawqu>f) dalam bermadhhab secara qawli>, di samping itu untuk 

pengembangan “fiqh baru” yang mengakomodir permasalahan-

permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Bermadhhab secara 

manhaji> juga merupakan ciri penting dari fiqh sosial.
11

 

Bila dirunut dari geneologi pemikiran, memang konsep ilh}a>q 

mempunyai hubungan dengan yang dimaksud adalah bahwa ilh}a>q 

sebenarnya merupakan penjawaban masalah dengan menerapkan al-

qawa>‘id al-fiqhi>yah. Sedangkan perumusan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah itu 

sendiri berangkat dari observasi terhadap sejumlah furu>’ yang dihasilkan 

qiya>s. Beberapa furu>’ itu diteliti, dicari persamaannya, untuk kemudian 

dirumuskan dalam bentuk al-qawa>‘id al-fiqhi>yah. Di sisi lain, ilh}a>q 

memiliki hubungan prosedural yang sama dengan qiya>s, yaitu menjawab 

masalah baru dengan mencontoh jawaban terhadap masalah lama yang 

telah tersedia.
12

 

Dalam penelitian Aminuddin, yang berjudul “Ilh}a>q al-Masa>’il bi 

Naz}a>’iriha> dan Penerapannya Dalam Bah}th al-Masa>’il” bahwa secara 

umum terdapat tiga variasi penerapan ilh}a>q dalam bathh al-masail, yaitu:
 
 

                                                           
11

 Saleh, Kedudukan al-Qawa’id al-Fiqhiyah, 42. 
12

 Aminuddin, “Ilh}a>q al-Masa>’il bi Naz}a>’iriha>, 317. 
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1. Penerapan ilh}a>q tanpa penyebutan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah yang 

memayungi kasus baru (mulh}aq) dan kasus lama yang telah diketahui 

hukumnya dalam kitab fiqh (mulh}aq bih). 

2. Penerapan ilh}a>q disertai dengan penyebutan mulh}aq bih dan al-

qawa>‘id al-fiqhi>yah. 

3. Penerapan ilh}a>q hanya disertai dengan penyebutan al-qawa>‘id al-

fiqhi>yah. 13
 

Penerapan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah dalam fatwa DSN belum optimal 

digunakan. Hal itu terlihat dari tiga teori variasi penerapan ilh}a>q di atas, 

hanya variasi ilh}a>q yang nomor tiga saja yang digunakan dalam fatwa 

DSN MUI. Sebenarnya dari keseluruhan fatwa DSN, bisa diuraikan 

dengan penggunaan ilh}a>q variasi kedua. Variasi penerapan ilh}a>q yang 

kedua ini dapat diterapkan dalam fatwa DSN MUI No: 69/DSN-

MUI/VI/2008 tentang  hukum penerbitan surat berharga shari>‘ah  negara, 

sebagaimana berikut ini: 

Soal: 

Bagaimana hukumnya menerbitkan surat berharga shari>‘ah  

negara? Boleh atau tidak? 

Jawab:  

Hukumnya boleh, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan. 

                                                           
13

 Ibid. 
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Jawaban tersebut didasarkan pada al-qawa>‘id al-fiqhi>yah yang 

terdapat dalam Himpunan Fatwa Keuangan Shari>‘ah Dewan Shari>‘ah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

Ϡح˴˴ة˶  ˲ρ ب˶ا لإ˴Ϥصإ م˴ا˶ϡ ع˴Ϡى˴ الر͉ع˶ية͉˶ م˴Ϩو˵إ ˶ إْ  تص˴˴ر͊ف˵ ا

“Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus 
mengikuti maslahat.” 
 

Kasus tersebut bisa di ilh}a>q -kan dengan beberapa kasus lain yang 

menjadi furu>’ (cabang) dari kaidah di atas. Misalnya, apa yang dikatakan 

oleh Umar bin al-Khat}t{a>b yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansur: 

“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti 

kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku 

mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku 

mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”. 

Seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan 

mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau 

kelompoknya.
14

 

Dalam putusan kebolehan menerbitkan surat berharga shari>‘ah  

negara di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kasus baru yang hendak dicari ketentuan hukum (mulh}aq)nya adalah 

menerbitkan surat berharga shari>‘ah . 

2. Kasus lama yang sudah diketahui ketentuan hukum (mulh}aq bih)nya, 

adalah  apa yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab, “Sungguh 

aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan 

                                                           
14

 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 148. 
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seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil 

daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan 

jika aku berkecukupan aku menjauhinya”. 

3. Keserupaan di antara kasus baru (mulh}aq) dengan kasus lama (mulh}aq 

bih) adalah kemaslahatan. 

4. Baik mulh}aq maupun mulh}aq bih dipayungi kaidah  ϡ˶م˴ا ˶ إْ تص˴˴ر͊ف˵ ا

Ϡح˴˴ة˶  ˲ρ ب˶ا لإ˴Ϥصإ  .ع˴Ϡى˴ الر͉ع˶ية͉˶ م˴Ϩو˵إ

 

B. Analisis Terhadap Kedudukan Al-qawa>‘id al-Fiqhi>yah Dalam Fatwa 

DSN-MUI tentang Pasar Modal Shari>‘ah  

Salah satu aspek yang mendasar atas berjalannya sistem perbankan 

shari>‘ah adalah keberadaan prinsip shari>‘ah dalam pelaksanaan dan 

pengelolaan perbankan shari>‘ah, di mana prinsip shari>‘ah tersebut 

kemudian dituangkan ke dalam fatwa MUI. Sejak DSN dibentuk tahun 

1998 sampai Februari 2017, DSN MUI telah mengeluarkan 109 fatwa. 

Dari 109 fatwa itu memuat fatwa yang terkait dengan bidang perbankan 

shari>‘ah sebanyak 70 fatwa, industri keuangan non bank shari>‘ah 10 fatwa, 

pasar modal syariah 15 fatwa, bidang bisnis shari>‘ah 7 fatwa, dan fatwa 

yang bersifat general ada 45 fatwa.
 15

  

Dalam menetapkan fatwa, maqa>s}id al-shari>‘ah menjadi 

pertimbangan utama, ia merupakan intisari nilai-nilai ajaran agama Islam, 

                                                           
15

Dalam http://sekolahpasarmodal shari>‘ah  .idx.co.id (diakses pada tanggal 15 April 

2017, jam 10.30). 
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dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam pensyariatan hukum, 

sekaligus berperan sebagai “ruh penggerak” lahirnya fatwa-fatwa DSN 

MUI. Bahkan menurut Jasser Audah maqa>s}id al-shari>‘ah  menjadi salah 

satu indikator benar-tidaknya sebuah ketetapan hukum. Di dalam maqa>s}id 

al-shari>‘ah  terdapat nilai-nilai kebaikan (mas}a>lih}) yang hendak dicapai, 

maslahat-maslahat itu terkaitan erat dengan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah. 

Menurut Atho Mudzhar al-qawa>‘id al-fiqhi>yah dapat dikategorikan 

sebagai bagian dari elemen argumen mas}lah}ah. Al-qawa>‘id al-fiqhi>yah 

tersebut sangat dibutuhkan dalam berijtiha>d untuk menerapkan fatwa dan 

merespon permasalahan umat. Karena pada dasarnya kaidah-kaidah fiqh 

merupakan hasil atau perwujudan dan penjelasan dari al-qawa>‘id al-

us}u>liyah, sedangkan al-qawa>‘id al-us}u>liyah merupakan penjabaran dari al-

qawa>‘id al-maqa>s}idiyah.
16

 

Para ulama mengakui akan pentingnya al-qawa>‘id al-fiqhi>yah 

dalam memutuskan sebuah perkara hukum. Al-qawa>‘id al-fiqhi>yah 

mengikat persoalan fiqh yang beragam yang memiliki kesamaan prinsip, 

dalam formulasi nalar yang menyatukan problematika tersebut. Dengan 

redaksi yang singkat dan padat, memudahkan para pembelajar untuk 

menghapalnya.
17

 

Dengan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah penguasaan permasalahan fiqh 

menjadi lebih sederhana. Memahami al-qawa’id al-fiqhiyah, membantu 

seorang ahli fiqh memahami maqa>s}id al-shari>‘ah. Sehingga bagi para 

                                                           
16Mudzhar,”Revitalisasi Maqa>s}id al- Shari>’ah, 17. 
17Hilal,”Urgensi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, 2. 
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mujtahid al-qawa>‘id al-fiqhi>yah menjadi sebuah keharusan dan merupakan 

sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Fan atau disiplin ilmu ini 

dibutuhkan oleh setiap mujtahid dan fuqaha>’, karena merupakan pilar 

dalam ijtiha>d dan aturan sebagai rujukan seluruh materi fiqh.
18

 

Tentang pentingnya ilmu al-qawa>‘id al-fiqhi>yah al-Suyu>ti> 

mengatakan: 

م˲ ب˶˴Ϭا يط˴͉˶Ϡع˵ ع˴Ϡى˴ ح˴ق˴ائ˶ق˶ الإ˶ϔقإه˶  Β˴ا˶ϭ˴ ϩالϨظ͉˴ائر˶˶ ف˴نٌ ع˴ظ˶يإ Ϡ˴مإ ا͉˴ϥ ف˴ن͉ اإأش˴إ ا˶عإ

˴πا˶ϭ˴ ϩ˶έي˴قإΘد˴˶˵έ ع˴Ϡ˴ى  ˶Θحإ ˶Ϥه˶ ˴ϭاسإ ر˴ا˶ϭ˴ ϩ˶έي˴Ϥ˴˴Θيز͉˵ ف˶ي ف˴Ϭإ ˴ϭم˴دا˴˶έك˶ه˶ ˴ϭم˴΂ خ˶˶΃ϭ˴ ϩ˶άس˴إ

ر˶يإج˶ ˴ϭم˴عإر˶ف˴ة˶ ΃ح˴إ  ˴Γέ˳ اإأ˶لإح˴ا˶ϭ˴ ϕالΨ͉Θإ ط˵وإ ˴Ϝا˶ϡ اإل˴Ϥس˴ائ˶ل˶ ال˶Θ͉ي لي˴إس˴تإ ب˴˶Ϥسإ

الز͉م˴اϭ˴ ˶ϥاإلح˴و˴ا˶ϭ˴ Ι˶Ωالإو˴ق˴ائ˶ع˶ الإ˶Θي ا˴ ت˴Ϩإق˴˶πى  ˴ϭل˶˴άϬا˴ ق˴ا˴ϝ بع˴إض˵ .ع˴Ϡ˴ى م˴˴Ϥر ˶

˶ϔقإه˵ م˴عإر˶ف˴ة˵ الϨظ͉˴ائر˶ ح˴اب˶Ϩ˴ا الإ ΃.19ص˴إ
 

“Ketahuilah bahwa ilmu al-ashba>h wa al-naza>’ir (al-qawa>‘id al-
fiqhi>yah) adalah penting sekali agar orang bisa menemukan hakikat, 
dalil, sumber dan rahasia fiqh. Juga agar orang mendapatkan cara 
istimewa dalam memahami fiqh serta selalu siap dengan ketentuan 
fiqh yang diperlukannya. Orang juga akan mencapai kemampuan 
untuk melakukan ilh}a>q dan takhri>j (proses mendeduksi hukum baru 
berdasarkan kaidah) dan mengetahui hukum kasus-kasus yang baru 
yang belum disebut (dalam al-Qur’an dan hadits) yang memang akan 
terus-menerus muncul timbul. Karenanya ada diantara kita yang 
mengatakan bahwa hakikat fiqh adalah mengetahui naza>’ir 
(pandanan-pandanan).” 
 

Dengan ungkapan lain, al-qawa>‘id al-fiqhi>yah berfungsi secara 

aktif untuk keperluan penyikapan fiqh terhadap problem-problem aktual 
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yang selalu saja muncul dalam kehidupan masyarakat dengan menyontoh 

bentuk penyikapan yang sudah ada sebelumnya di dalam kitab-kitab fiqh. 

Ilmu ini bekerja meniru kerja qiya>s dalam us}ul al-fiqh.
20

 

Bentuk dari fatwa DSN berupa isi fatwa dan penjelasan atas isi dari 

fatwa tersebut. Bagian fatwa yang berupa isi, mengandung konsideran 

menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan. Konsideran 

mengingat berisi dasar-dasar hukum yang digunakan yaitu al-Qur’an, 

hadis, ijma >, qiya>s dan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah.
21

 

Selain al-Qur’an dan Hadis, al-qawa>‘id al-fiqhi>yah sering 

digunakan sebagai dasar menetapkan hukum dalam mengeluarkan 

fatwanya. DSN menjadikan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah sebagai salah satu dalil 

dan sandaran hukum dalam mengambil kepastian hukum bagi fatwa-fatwa 

yang hendak dihasilkan dan ditetapkan. Fatwa DSN-MUI yang berkaitan 

dengan Pasar Modal Syariah mempunyai 15 fatwa. Dengan demikian, 

posisi al-qawa>‘id al-fiqhi>yah sangat urgen digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan hukum oleh Dewan Syariah Nasional.  

Di samping itu, penerapan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah dalam fatwa 

DSN dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, dari sisi penerapan al-

qawa>‘id al-fiqhi>yah, bahwa semua fatwa DSN tentang pasar modal 

shari>‘ah  menyebutkan dasar hukum al-qawa>‘id al-fiqhi>yah. Kedua, dari 

sisi jumlah al-qawa>‘id al-fiqhi>yah setiap fatwa bervariasi dari yang hanya 

mencantumkan 1 al-qawa>‘id al-fiqhi>yah sampai 6 al-qawa>‘id al-fiqhi>yah. 
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Ketiga, sisi frekuensi penerapan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah dalam setiap 

fatwa, maka al-qawa>‘id al-fiqhi>yah yang paling sering digunakan adalah 

al-qawa>‘id al-fiqhi>yah  “al-as}l fi> al-mu’a>mala>h al-iba>h{ah illa> an yadulla 

dali>l ‘ala tah{ri>miha>” dengan 15 kali disebutkan. Hal yang menarik ialah 

bahwa al-qawa>‘id al-fiqhi>yah yang amat umum inilah yang justru 

digunakan dalam setiap fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah, 

seolah-olah inilah sikap dasar DSN MUI dalam menghadapi segala isu 

baru ekonomi. 

Penggunaan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah dalam fatwa DSN-MUI, 

terdapat 4 fatwa (31%) yang mempergunakan 1 al-qawa>‘id al-fiqhi>yah, 

begitu juga dengan 7 fatwa (44%) DSN MUI yang mempergunakan hanya 

2 al-qawa>‘id al-fiqhi>yah. Sementara itu terdapat 3 fatwa (19%) yang 

mempergunakan 3 al-qawa>‘id al-fiqhi>yah, dan terdapat 1 fatwa (6%) yang 

mempergunakan 6 al-qawa>‘id al-fiqhi>yah dalam tiap fatwanya. Apabila 

diperhatikan secara keseluruhan, terdapat rata-rata 2,2 al-qawa>‘id al-

fiqhi>yah yang ada dalam tiap fatwa tentang pasar modal syariah  yang 

telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. 

Dilihat dari klasifikasi al-qawa>‘id al-fiqhi>yah yang digunakan, 

maka kaidah inti yaitu jalbu al-mas}a>lih}i wa dar’u al-mafasidi (meraih 

kemaslahatan dan menolak kemafsadatan) hanya digunakan 2 kali dalam 

fatwa DSN. Sedangkan kaidah induk/asa>siyah (qawa>‘id khams) yang 

diterapkan dalam fatwa DSN hanya ada satu al-qawa>‘id al-fiqhi>yah 
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asa>siyah yaitu adda>raru> yuza>lu>. Sedangkan empat kaidah induk yang 

lainnya tidak terdapat. 

15 fatwa DSN tersebut semuanya menggunakan al-qawa>‘id al-

fiqhi>yah. Namun secara umum hanya 12 buah al-qawa>‘id al-fiqhi>yah saja  

yang dipergunakan dalam fatwa DSN-MUI. Dilihat dari frekuensi 

penggunaan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah tertentu, maka terdapat 6 al-qawa>‘id 

al-fiqhi>yah (50%) yang hanya dipergunakan sekali saja. Terdapat 3 al-

qawa>‘id al-fiqhi>yah (25%) yang dipergunakan sebanyak dua kali, 2 al-

qawa>‘id al-fiqhi>yah (16,7%) dipergunakan sebanyak tiga kali, dan 

terakhir terdapat 1 al-qawa>‘id al-fiqhi>yah (8,3%) dipergunakan sebanyak 

lima belas kali, al-qawa>‘id al-fiqhi>yah ini adalah al-qawa>‘id “al-as}l fi> al-

mu’a>mala>h al-iba>h{ah illa> an yadulla dali>l ‘ala tah{ri>miha>” yang paling 

sering digunakan dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal shari>‘ah  . 

Penggunaan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah “al-as}l fi> al-mu’a>mala>h al-

iba>h{ah illa> an yadulla dali>l ‘ala tah{ri>miha>” yang paling tinggi 

frekuensinya. Namun sedikitnya penggunaan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah baru 

dalam fatwa DSN mengindikasikan bahwa DSN kesulitan dalam 

menemukan kaidah baru. Hal ini terlihat dalam 4 fatwa DSN yaitu fatwa 

tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Shari>‘ah , 

Metode Penerbitan SBSN, SBSN Ija>rah Sale and Lease Back, 

SBSN Ijar>ah Asset To Be Leased. Al-qawa>‘id al-fiqhi>yah yang digunakan 

dalam fatwa tersebut hanya al-qawa>‘id al-fiqhi>yah “al-as}l fi> al-mu’a>mala>h 

al-iba>h{ah illa> an yadulla dali>l ‘ala tah{ri>miha>”. Rata-rata penggunaan al-
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qawa>‘id al-fiqhi>yah pun hanya 2,2%. Artinya dalam setiap fatwa 

penggunaan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah bervariasi ada yang menggunakan 1  

al-qawa>‘id al-fiqhi>yah sampai 6 al-qawa>‘id al-fiqhi>yah yang digunakan.  

Setidaknya ada 2 hal yang bisa disoroti mengenai sedikitnya al-

qawa>‘id al-fiqhi>yah yang digunakan dalam fatwa DSN. Pertama: untuk 

memunculkan kaidah yang baru tidaklah mudah karena diperlukan 

penguasaan masalah-masalah fiqh yang luas dan mendalam disertai 

kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat. Kedua: 

Banyak sedikitnya fiqh yang menjadi bahan pembentukan al-qawa>‘id al-

fiqhi>yah erat kaitannya dengan gairah berijtiha>d di kalangan mujtahid. 

Setelah memaparkan data olahan di atas dan penjelasan definisi 

tentang al-qawa>‘id al-fiqhi>yah yang disampaikan oleh pakar, diketahui 

fungsi utama disiplin ini, yaitu: 

1. Menurut Ima>m al-Ta>j al-Di>n al-Subki >, bahwa al-qawa>‘id al-fiqhi>yah 

lebih berfungsi pada generalisasi, kesimpulan dan rangkuman dari 

fiqh.  

2. Menurut Mus}t}afa> Ah}mad al-Zarqa>, bahwa al-qawa>‘id al-fiqhi>yah 

merupakan prinsip hukum yang universal dalam Islam, sebagaimana 

dalam hukum umum juga dikenal prinsip hukum, seperti prinsip 

keadilan dan kepastian hukum. Al-Zarqa> menambahkan bahwa al-

qawa>‘id al-fiqhi>yah bukan dokumen untuk membuat keputusan 

pengadilan, tetapi sarana untuk mempermudah penguasaan atas aturan 

fiqh yang demikian banyak, atau  menguasai cabang-cabang dengan 
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menguasai indukya. Fungsi ini juga telah diterapkan dalam fatwa DSN 

MUI. Dengan fungsi ini, umat muslim merasa dapat memiliki dhawq 

(citarasa) dan malakah fiqhi>yah (kemampuan personal tentang 

menghadapi problematika fiqh).
22

 

3. Menurut ‘Abdulla>h bin Sa’i>d Muh}ammad ‘Abba>di> al-Lah}ji > al-

H}ad}rami> al-Shah}a>ri> bahwa al-qawa>‘id al-fiqhi>yah sebagai “pembuat 

fiqh baru”. Menanggapi fungsi ini, banyak ulama berpendapat: 

a. Menolak. Hal ini dikarenakan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah sebagian 

besar kaidah dalam al-qawa>‘id al-fiqhi>yah memiliki kasus-kasus 

perkecualian (yang tidak bisa ditundukkan ke dalam kaidah 

tersebut sekalipun tampaknya bisa), sehingga dikhawatirkan kasus 

baru yang dihadapi dengan kaidah-kaidah fiqh itu sebenarnya 

termasuk kasus perkecualian yang berarti tidak menjadi 

kompetensi dari kaidah tersebut.  

b. Menerima dengan syarat: 

1) Kaidah yang sifatnya kulli>yah boleh dijadikan h}ujjah 

(argumentasi) hukum Islam.  

2) Al-qawa>‘id al-fiqhi>yah dapat dianggap sebagai dalil yang 

memungkinkan menggali hukum daripadanya jika sumber al-

qawa>‘id al-fiqhi>yah itu adalah al-Qur’an dan Sunnah. Ini 

karena berargumentasi dengan sumbernya yaitu al-Qur’an dan 

Sunnah, seperti lima kaidah pokok. 
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3) Tidak boleh bersandar kepada al-qawa>‘id al-fiqhi>yah hasil 

istiqra>’ sebagai dalil mandiri jika telah ditemukan nas}s} fiqh 

lain yang bisa dijadikan sandaran hukum. Adapun ketika tidak 

ditemukan dalil dari nas}s} fiqh sama sekali, karena belum 

dibahas oleh para fuqaha>’, sedangkan ada salah satu kaidah 

(hasil istiqra>’) yang bisa mencakup masalah tersebut, maka 

dibolehkan mendasarkan fatwa atau putusan melalui al-

qawa>‘id al-fiqhi>yah.23
 

DSN-MUI masih belum menggunakan fungsi ini secara 

optimal. Penggunaan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah sebagai dasar 

hukum dalam fatwa DSN masih belum optimal juga. Hal ini 

dikarenakan DSN MUI belum menggunakan metode ilh}a>q. 

Seringnya penggunaan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah yaitu “al-as}l fi> 

al-mu’a>mala>h al-iba>h{ah illa> an yadulla dali>l ‘ala tah{ri>miha>” 

dan sedikitnya penggunaan kaidah fiqh baru dalam fatwa DSN 

mengindikasikan bahwa DSN kesulitan dalam menemukan 

kaidah baru.  

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa DSN MUI 

mendudukkan al-qawa>‘id al-fiqhi>yah hanya digunakan sebagai 

dalil pelengkap. Karena dari semua fatwanya, al-qawa>‘id al-

fiqhi>yah hanya digunakan sebagai dalil yang memperkuat saja 
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dikarenakan fatwa-fatwa tersebut sudah diputuskan oleh dalil 

lainnya. 

 


